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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan 
pendidikan Islam berbasis gender melalui model segregasi dengan tetap 
menjamin kesetaraan akses di MTs Al-Khoirot Malang. Latar belakang 
penelitian ini didasarkan pada praktik pemisahan kelas, gedung, dan guru 
berdasarkan gender yang lazim dalam tradisi pesantren, namun di sisi lain 
tetap mengedepankan prinsip keadilan dalam akses pendidikan. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk 
memahami secara mendalam makna, praktik, serta budaya gender yang 
berkembang dalam konteks tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
MTs Al-Khoirot menerapkan model gender-segregated but access-equal 
education, yaitu pemisahan fisik antara siswa laki-laki dan perempuan yang 
diimbangi dengan pemberian akses pembelajaran, fasilitas, serta 
kesempatan kegiatan yang relatif setara. Pada level kebijakan formal, tidak 
selalu ditemukan aturan tertulis yang secara eksplisit mengatur kesetaraan 
gender, namun praktik yang berlangsung mencerminkan keadilan 
distributif. Pada level implementasi, kurikulum yang digunakan sama 
antara siswa putra dan putri, kegiatan organisasi seperti OSIS berjalan secara 
paralel, serta terdapat pembagian peran guru berdasarkan gender yang 
selaras dengan nilai-nilai pesantren. Kebaruan penelitian ini terletak pada 
konsep kesetaraan gender berbasis segregasi pesantren yang 
mengintegrasikan struktur, mekanisme, nilai, dan dampak secara holistik, 
sehingga menghasilkan model kebijakan pendidikan yang adil sekaligus 
kontekstual. 
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PENDAHULUAN  

 Isu kesetaraan gender dalam pendidikan merupakan perhatian penting dalam 

pembangunan sosial karena berkaitan langsung dengan keadilan, akses, dan kualitas 

sumber daya manusia (Zaironi, 2025; Zaironi et al., 2026). Penelitian ini menjadi 

penting mengingat pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu 

(Antika et al., 2026; Fakhridana et al., 2026; Faruq et al., 2026), tetapi juga sebagai ruang 

pembentukan nilai (Acetylena & Zaironi, 2026; Muzedi & Zaironi, 2026; Rahmania & 
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Kurnia, Fitri Ayu, 2026; Sholihah et al., 2026) dan identitas sosial yang inklusif. Secara 

konseptual, kesetaraan gender menuntut adanya perlakuan yang adil dalam akses, 

partisipasi, dan hasil pendidikan tanpa diskriminasi berbasis jenis kelamin. Namun, 

dalam konteks masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan kuat seperti pesantren 

(Afandy et al., 2026; A. N. Anwar et al., 2026; Firghol et al., 2026; Maqfiroh et al., 2025), 

praktik pendidikan sering kali mengadopsi sistem segregasi gender. Hal ini 

memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana prinsip kesetaraan dapat 

diwujudkan dalam sistem yang secara struktural memisahkan laki-laki dan 

perempuan. Bukti empiris menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan 

masih terjadi di berbagai wilayah (Azaim et al., 2025; FA et al., 2026; Faruq et al., 2026; 

Laisaan et al., 2026), meskipun kebijakan formal telah mendorong kesetaraan. Oleh 

karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji model alternatif yang mampu 

mengintegrasikan nilai keagamaan dengan prinsip keadilan sosial secara kontekstual. 

 Permasalahan umum yang dihadapi masyarakat terkait pendidikan berbasis 

gender terletak pada adanya ketegangan antara prinsip kesetaraan dan praktik 

budaya yang mengakar. Di satu sisi, kebijakan pendidikan nasional dan global 

menekankan pentingnya kesetaraan gender sebagai bagian dari hak asasi manusia 

(Bisri et al., 2026; Luluk Ananta, Fajriah, 2025; Nia Hasanah, Muchammad Syamsul 

Ma’arif, Nurul Ma’rifah, 2025). Di sisi lain, terdapat praktik sosial dan keagamaan 

tertentu yang mengedepankan pemisahan peran antara laki-laki dan perempuan, 

termasuk dalam ruang pendidikan (Ain, 2025; Nurhidayati, 2025; Zulfa & Wahidi, 

2026). Kondisi ini sering kali menimbulkan persepsi bahwa segregasi identik dengan 

diskriminasi, meskipun tidak selalu demikian dalam praktiknya. Selain itu, 

kurangnya pemahaman terhadap konsep keadilan distributif menyebabkan kebijakan 

pendidikan sering diukur hanya dari aspek kesamaan perlakuan, bukan kesetaraan 

hasil atau peluang (C. Anwar et al., 2025; Fadilah et al., 2025; Supardi et al., 2025). 

Akibatnya, muncul kesenjangan dalam implementasi kebijakan yang berdampak 

pada akses dan partisipasi siswa. Permasalahan ini menuntut adanya kajian 

mendalam yang tidak hanya melihat struktur formal, tetapi juga praktik nyata di 

lapangan. 

 Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya variasi praktik 

pendidikan Islam berbasis gender yang tidak selalu sejalan dengan asumsi umum 

tentang ketidakadilan. Salah satu contoh menarik adalah praktik di MTs Al-Khoirot 

Malang yang menerapkan pemisahan kelas, gedung, dan guru berdasarkan gender, 

namun tetap memberikan akses pembelajaran yang setara bagi siswa laki-laki dan 

perempuan (Zaironi, 2025; Zaironi & Maulidia, 2026). Dalam konteks ini, kesetaraan 

tidak diartikan sebagai kesamaan ruang fisik, melainkan sebagai kesamaan 

kesempatan dalam memperoleh pendidikan, fasilitas, serta partisipasi dalam kegiatan 

seperti organisasi siswa dan kompetisi. Fenomena ini menunjukkan bahwa segregasi 

tidak selalu berimplikasi negatif, melainkan dapat menjadi strategi kontekstual dalam 
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menjaga nilai-nilai budaya dan keagamaan. Selain itu, adanya organisasi OSIS yang 

berjalan paralel antara putra dan putri mencerminkan upaya institusi dalam 

memastikan distribusi kesempatan yang adil. Oleh karena itu, fenomena ini perlu 

dikaji secara sistematis untuk memahami dinamika yang terjadi. 

 Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas isu gender dalam 

pendidikan dengan berbagai pendekatan, baik dari perspektif kebijakan, sosiologis, 

maupun pedagogis. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menekankan 

pentingnya integrasi gender dalam kurikulum, peningkatan akses pendidikan bagi 

perempuan, serta penghapusan praktik diskriminatif di lingkungan sekolah 

(Aragonés-González et al., 2020; Chisamya et al., 2012). Beberapa studi juga mengkaji 

dampak positif pendidikan campuran (co-education) dalam meningkatkan interaksi 

sosial dan kesetaraan (Evans, 2014; A. Khan et al., 2025; Morales & Castellsagué, 2024). 

Namun demikian, sebagian besar penelitian cenderung memandang segregasi gender 

sebagai bentuk ketidaksetaraan tanpa mempertimbangkan konteks budaya dan nilai 

lokal (Blackburn et al., 2000, 2002; Bridges, 2003; Levanon & Grusky, 2016). 

Pendekatan yang digunakan sering kali bersifat normatif dan kurang menggali 

praktik empiris di lembaga pendidikan berbasis pesantren. Hal ini menyebabkan 

kurangnya pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kesetaraan dapat 

diwujudkan dalam sistem yang berbeda secara struktural. Dengan demikian, 

diperlukan kajian yang mampu menjembatani perspektif normatif dan realitas 

kontekstual. 

 Selain itu, terdapat keterbatasan dalam penelitian sebelumnya yang belum 

secara mendalam mengkaji mekanisme implementasi kesetaraan dalam sistem 

segregasi. Banyak studi hanya berfokus pada aspek kebijakan formal tanpa melihat 

bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dalam praktik sehari-hari. Padahal, 

implementasi kebijakan sering kali dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan struktur sosial 

yang kompleks (Gollata et al., 2021; Wang & Li, 2025). Kesenjangan ini menunjukkan 

adanya research gap yang signifikan, terutama dalam memahami hubungan antara 

segregasi fisik dan kesetaraan akses. Penelitian yang ada juga belum banyak mengkaji 

konsep keadilan distributif sebagai kerangka analisis dalam pendidikan berbasis 

gender. Akibatnya, diskursus tentang kesetaraan cenderung terbatas pada kesamaan 

perlakuan, bukan pada keadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Oleh 

karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan 

menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan holistik. 

 Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model kesetaraan gender 

berbasis segregasi pesantren yang mengintegrasikan struktur, mekanisme, nilai, dan 

dampak secara komprehensif. Model ini tidak hanya melihat segregasi sebagai 

pemisahan fisik, tetapi juga sebagai bagian dari strategi institusional dalam menjaga 

nilai-nilai keagamaan sekaligus memastikan keadilan akses pendidikan. Dengan 

demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang tidak menempatkan 
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segregasi dan kesetaraan sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan 

sebagai konsep yang dapat berjalan secara sinergis. Pentingnya penelitian ini juga 

terletak pada kontribusinya dalam memperkaya kajian kebijakan pendidikan berbasis 

gender, khususnya dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Selain itu, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam 

merumuskan strategi pendidikan yang lebih inklusif dan kontekstual. 

 Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana implementasi kebijakan pendidikan berbasis gender dalam sistem 

segregasi di MTs Al-Khoirot Malang dapat mewujudkan kesetaraan akses. Argumen 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa segregasi gender tidak secara 

otomatis menghasilkan ketidakadilan, selama diimbangi dengan mekanisme 

distribusi akses yang setara. Dengan kata lain, keadilan dalam pendidikan tidak 

hanya ditentukan oleh struktur, tetapi juga oleh praktik dan nilai yang mendasarinya. 

Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman baru tentang bagaimana 

konsep keadilan distributif dapat diterapkan dalam konteks pendidikan berbasis 

pesantren. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan model implementasi kebijakan 

yang dapat direplikasi atau diadaptasi oleh lembaga pendidikan lain dengan 

karakteristik serupa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, 

tetapi juga memiliki implikasi praktis dan teoretis yang signifikan 

  

METODE PENELITIAN  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus 

(Gammelgaard, 2017; Monaro et al., 2022) untuk memahami implementasi kebijakan 

pendidikan Islam berbasis gender dalam sistem segregasi di MTs Al-Khoirot Malang. 

Pendekatan ini dipilih untuk menafsirkan makna, praktik, dan dinamika sosial dalam 

konteks pendidikan berbasis gender. Studi kasus memungkinkan eksplorasi secara 

mendalam dan kontekstual terhadap hubungan kebijakan, praktik, serta nilai 

pesantren dalam penerapan model gender-segregated but access-equal education. 

 Lokasi penelitian adalah MTs Al-Khoirot Malang, lembaga pendidikan 

berbasis pesantren yang menerapkan segregasi gender dalam pembelajaran. 

Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive karena memiliki karakteristik khas 

berupa pemisahan kelas, gedung, dan tenaga pengajar berdasarkan gender, namun 

tetap memberikan kesetaraan akses pendidikan. Keseimbangan fasilitas, kurikulum, 

dan kegiatan ekstrakurikuler antara siswa laki-laki dan perempuan menjadikan lokasi 

ini relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan pendidikan berbasis gender. 

 Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi (Eppich et al., 2019; N. Khan et al., 2025). Observasi digunakan untuk 

mengamati praktik pembelajaran, interaksi sosial, dan kegiatan berbasis gender. 

Wawancara dilakukan dengan kepala madrasah, guru, dan siswa untuk memahami 

kebijakan, implementasi, serta persepsi terhadap segregasi dan kesetaraan akses. 
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Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui kurikulum, jadwal kegiatan, 

dan arsip kelembagaan. Triangulasi teknik dilakukan untuk meningkatkan 

kedalaman dan keandalan data. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, 

penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan (Im et al., 2023; Mezmir, 

2020). Kondensasi dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data sesuai tujuan 

penelitian. Data selanjutnya disajikan secara naratif untuk mengidentifikasi pola dan 

hubungan antartemuan. Verifikasi dilakukan secara berkelanjutan dengan 

mempertimbangkan konsistensi temuan. Keabsahan data diperkuat melalui 

triangulasi sumber dan metode, member check, ketekunan pengamatan, serta 

kecermatan analisis untuk menghasilkan temuan kredibel. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Berbasis Gender: Studi Model 

Kesetaraan dalam Sistem Segregasi di MTs Al-Khoirot Malang 

 Implementasi kebijakan pendidikan Islam berbasis gender dalam penelitian ini 

secara operasional dimaknai sebagai proses penerapan pengaturan pendidikan yang 

mempertimbangkan perbedaan gender melalui segregasi ruang, kelas, dan tenaga 

pendidik, tetapi tetap menjamin kesetaraan hak dan kesempatan pendidikan bagi 

peserta didik laki-laki dan perempuan. Kesetaraan tidak ditempatkan sebagai 

kesamaan bentuk fisik, melainkan sebagai keseimbangan dalam memperoleh 

kurikulum, pembelajaran, fasilitas, kegiatan pengembangan diri, serta peluang 

berpartisipasi dalam kehidupan kelembagaan madrasah. Dalam konteks MTs Al-

Khoirot Malang, segregasi merupakan bagian dari tata kelola pendidikan yang 

dipengaruhi nilai dan tradisi kepesantrenan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

pemisahan tersebut tidak diarahkan untuk membatasi kesempatan salah satu 

kelompok gender, tetapi menjadi mekanisme pengelolaan pendidikan yang berjalan 

paralel. Dengan demikian, implementasi kebijakan memperlihatkan hubungan antara 

struktur segregatif, distribusi sumber daya, nilai kepesantrenan, dan kesetaraan 

akses. 

 

Tabel 1. Praktik Kesetaraan Pendidikan dalam Implementasi Segregasi Gender 

Petikan Wawancara Indikator Informan 

“Pembelajaran putra dan putri dipisahkan, tetapi 

materi dan tujuan pembelajarannya tetap mengacu 

pada kurikulum yang sama.” 

Kesetaraan 

kurikulum dan 

pembelajaran 

Kepala 

Madrasah 

“Kelas dan ruang belajar memang berbeda, namun 

fasilitas pembelajaran diberikan sesuai kebutuhan 

masing-masing dan tidak dimaksudkan untuk 

membedakan hak pendidikan.” 

Kesetaraan 

fasilitas dan 

akses 

Kepala 

Madrasah 
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“Guru putra mengajar siswa putra dan guru putri 

mengajar siswa putri, terutama untuk menjaga tata 

tertib dan nilai kepesantrenan.” 

Pembagian 

tenaga pendidik 

berdasarkan 

gender 

Guru 

“Kegiatan siswa tetap berjalan untuk putra dan 

putri. Mereka mempunyai ruang organisasi dan 

kegiatan pengembangan diri masing-masing.” 

Kesetaraan 

partisipasi dan 

organisasi 

Guru 

Pembina 

“Kami tetap memperoleh kesempatan mengikuti 

pembelajaran, kegiatan, dan pengembangan 

kemampuan meskipun ruangnya terpisah.” 

Kesetaraan 

kesempatan 

peserta didik 

Siswa 

“Pemisahan bukan berarti salah satu pihak 

mendapatkan lebih sedikit. Sistemnya dibuat 

berjalan paralel sesuai aturan madrasah dan 

pesantren.” 

Keadilan 

distributif 

dalam segregasi 

Pengelola 

Madrasah 

 

 Data wawancara memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan gender di 

MTs Al-Khoirot tidak dapat dipahami hanya melalui keberadaan pemisahan ruang 

pendidikan. Informasi dari kepala madrasah, guru, pembina, dan siswa menunjukkan 

adanya mekanisme paralel yang berfungsi menjaga keseimbangan hak pendidikan 

antarkelompok gender. Kesamaan kurikulum menjadi indikator penting karena 

menunjukkan bahwa segregasi tidak diikuti diferensiasi tujuan pembelajaran. 

Demikian pula, pembagian guru berdasarkan gender lebih mencerminkan 

pengaturan kelembagaan yang berkaitan dengan norma kepesantrenan daripada 

pembatasan kesempatan belajar. Perspektif keadilan distributif tampak ketika 

fasilitas, kegiatan, dan kesempatan pengembangan diri diberikan kepada kedua 

kelompok secara relatif seimbang. Dengan demikian, struktur segregatif bekerja 

bersama mekanisme pemerataan akses. Temuan ini menunjukkan bahwa ukuran 

kesetaraan dalam konteks tersebut lebih tepat dilihat dari distribusi sumber daya, 

kesempatan, dan partisipasi daripada kesamaan ruang fisik. 

 Temuan tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan antara kesetaraan 

sebagai sameness dan kesetaraan sebagai fair access. Sistem pendidikan di MTs Al-

Khoirot tidak menghapus perbedaan struktural antara siswa laki-laki dan 

perempuan, tetapi mengupayakan agar perbedaan tersebut tidak berkembang 

menjadi ketimpangan kesempatan. Segregasi kelas, gedung, dan guru menjadi 

struktur pengelolaan, sedangkan kurikulum yang sama, fasilitas yang relatif 

seimbang, serta kegiatan organisasi yang berjalan paralel menjadi mekanisme 

kompensatoris yang menjaga keadilan akses. Kondisi ini memperlihatkan bahwa 

kebijakan pendidikan berbasis gender dapat memiliki bentuk yang kontekstual ketika 

diterapkan dalam lingkungan pesantren. Namun, kesetaraan tersebut tetap perlu 

dilihat secara kritis karena keseimbangan akses tidak otomatis membuktikan 
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kesamaan pengalaman pendidikan. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan harus 

dipahami melalui hubungan antara aturan kelembagaan, praktik harian, distribusi 

sumber daya, dan pengalaman siswa dalam menjalani proses pendidikan. 

 Hasil observasi memperkuat temuan wawancara bahwa segregasi gender 

berlangsung secara nyata dalam pengorganisasian ruang pembelajaran dan 

penempatan tenaga pendidik. Siswa laki-laki dan perempuan mengikuti proses 

pendidikan dalam lingkungan yang dipisahkan, tetapi aktivitas akademik tetap 

menunjukkan pola yang relatif paralel. Kesamaan arah pembelajaran, pelaksanaan 

kegiatan, serta kesempatan pengembangan diri memperlihatkan bahwa pemisahan 

fisik tidak serta-merta menghasilkan pemisahan kualitas pendidikan. Peneliti juga 

mengamati bahwa kegiatan siswa diselenggarakan melalui mekanisme yang 

memungkinkan kedua kelompok memperoleh ruang aktualisasi masing-masing. 

Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi tersebut menunjukkan adanya 

konsistensi antara struktur kelembagaan dan praktik pendidikan. Segregasi berfungsi 

sebagai instrumen pengaturan interaksi berdasarkan nilai kepesantrenan, sedangkan 

prinsip kesetaraan diwujudkan melalui distribusi kesempatan. Dengan demikian, 

observasi memperlihatkan pola segregated structure with parallel access, yaitu struktur 

terpisah yang tetap mempertahankan keseimbangan kesempatan pendidikan. 

 Secara sederhana, data penelitian dapat dinyatakan kembali bahwa MTs Al-

Khoirot menerapkan pendidikan yang memisahkan siswa laki-laki dan perempuan 

dalam aspek tertentu, tetapi tidak memisahkan hak mereka untuk memperoleh 

pendidikan. Pemisahan terlihat pada ruang kelas, lingkungan pembelajaran, serta 

penempatan guru, sedangkan kesetaraan terlihat pada penggunaan kurikulum, 

kesempatan mengikuti pembelajaran, fasilitas, kegiatan pengembangan diri, dan 

ruang organisasi siswa. Dengan demikian, inti temuan penelitian bukan terletak pada 

ada atau tidaknya segregasi, melainkan pada bagaimana segregasi tersebut dikelola 

agar tidak berubah menjadi ketimpangan akses. Praktik tersebut memperlihatkan 

bahwa struktur pendidikan dan prinsip keadilan dapat berjalan secara bersamaan 

ketika terdapat mekanisme distribusi yang relatif seimbang. Model ini dapat 

dirumuskan sebagai pendidikan tersegregasi dengan akses setara, yaitu suatu pola 

kelembagaan yang mempertahankan batas struktural gender sekaligus memastikan 

kedua kelompok memperoleh peluang pendidikan yang sebanding. 

 

Tabel 2. Pengaruh Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Berbasis Gender 

Jabatan 

Informan 

Petikan Wawancara Indikator 

Kepala 

Madrasah 

“Pemisahan putra dan putri membantu madrasah 

menjaga tata kelola pendidikan sesuai dengan nilai 

pesantren, sementara hak belajar tetap diberikan 

secara seimbang.” 

Kesesuaian 

kebijakan 

dengan nilai 

kelembagaan 
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Guru “Dengan pembagian kelas dan guru, proses 

pembelajaran lebih mudah diarahkan sesuai 

karakter lingkungan pendidikan pesantren.” 

Efektivitas 

pengelolaan 

pembelajaran 

Guru 

Pembina/

Organisasi 

“Kegiatan siswa tetap diberikan kepada putra dan 

putri melalui ruang organisasi masing-masing 

sehingga keduanya mempunyai kesempatan 

berlatih tanggung jawab.” 

Pengembangan 

kepemimpinan 

dan partisipasi 

Siswa “Walaupun tempat belajar berbeda, kami tetap 

mendapatkan pelajaran dan kesempatan kegiatan 

yang diperlukan.” 

Persepsi 

terhadap 

kesetaraan akses 

Pengelola 

Madrasah 

“Pola ini membantu menjaga aturan pesantren 

tanpa mengurangi kesempatan siswa untuk 

berkembang.” 

Keseimbangan 

nilai, struktur, 

dan kesempatan 

 

 Data tersebut menunjukkan bahwa pengaruh ideal implementasi kebijakan 

pendidikan Islam berbasis gender berada pada kemampuan sistem mengintegrasikan 

kepatuhan terhadap nilai kelembagaan dengan pemenuhan hak pendidikan peserta 

didik. Bagi pengelola, segregasi memberikan kerangka pengorganisasian yang 

dianggap selaras dengan tata kehidupan pesantren. Bagi guru, struktur tersebut 

memudahkan pengaturan pembelajaran dan interaksi dalam batas-batas yang telah 

ditetapkan lembaga. Sementara itu, keberadaan kegiatan organisasi yang berjalan 

paralel memberikan ruang bagi siswa laki-laki dan perempuan untuk 

mengembangkan tanggung jawab, partisipasi, dan kepemimpinan. Dengan 

demikian, pengaruh kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga 

pedagogis dan kelembagaan. Namun, pengaruh tersebut ideal apabila kesetaraan 

akses benar-benar dipertahankan dalam distribusi fasilitas, mutu pembelajaran, 

kesempatan pengembangan diri, dan partisipasi. Artinya, keberhasilan model tidak 

ditentukan oleh segregasi semata, tetapi oleh kemampuan lembaga menjaga 

keseimbangan kesempatan di balik struktur yang berbeda.  

 Secara kritis, data menunjukkan bahwa pengaruh ideal kebijakan dapat 

dipahami melalui tiga hubungan utama, yaitu struktur, mekanisme, dan hasil yang 

diharapkan. Struktur segregasi menyediakan batas kelembagaan antara kelompok 

siswa laki-laki dan perempuan; mekanisme paralel memastikan bahwa batas tersebut 

tidak menghilangkan akses terhadap sumber daya pendidikan; sedangkan hasil yang 

diharapkan berupa keteraturan, keberlangsungan nilai kepesantrenan, serta 

kesempatan pengembangan siswa yang relatif seimbang. Hubungan tersebut 

memperlihatkan bahwa kebijakan tidak bekerja secara otomatis. Efek positif secara 

kelembagaan bergantung pada konsistensi penerapan prinsip kesetaraan dalam 

praktik sehari-hari. Apabila fasilitas, kurikulum, tenaga pendidik, kegiatan, dan 

peluang kepemimpinan tersedia secara proporsional bagi kedua kelompok, segregasi 
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dapat berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan konteks. Sebaliknya, apabila 

distribusi tersebut tidak seimbang, pemisahan struktural berpotensi menghasilkan 

kesenjangan. Karena itu, indikator kesetaraan menjadi elemen pengendali utama 

dalam implementasi kebijakan. 

 Pola data penelitian menunjukkan konfigurasi yang konsisten antara 

pemisahan struktural dan pemerataan kesempatan. Pada tingkat struktur, segregasi 

tampak melalui pemisahan siswa berdasarkan gender, termasuk ruang belajar dan 

penempatan guru. Pada tingkat proses, terdapat mekanisme paralel berupa kesamaan 

kurikulum, penyelenggaraan kegiatan, pemberian fasilitas, serta kesempatan 

pengembangan diri. Pada tingkat nilai, praktik tersebut berkaitan dengan upaya 

mempertahankan tata kehidupan pesantren dan norma interaksi antara laki-laki dan 

perempuan. Pada tingkat dampak, pola tersebut mengarah pada keteraturan 

pengelolaan pendidikan sekaligus pemeliharaan akses yang relatif setara. Dengan 

demikian, keseluruhan data membentuk pola segregasi → pengaturan paralel → 

distribusi akses → partisipasi setara. Pola ini memperlihatkan bahwa segregasi dan 

kesetaraan tidak ditempatkan sebagai dua kondisi yang mutlak berlawanan. 

Keduanya berinteraksi melalui mekanisme kelembagaan yang menentukan apakah 

perbedaan struktur menghasilkan keadilan atau justru ketimpangan. 

 
PEMBAHASAN  

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan Islam 

berbasis gender di MTs Al-Khoirot Malang dibangun melalui pola segregasi 

struktural yang tetap mempertahankan kesetaraan akses pendidikan. Temuan ini 

sejalan dengan penelitian Zaironi yang secara khusus menemukan bahwa MTs Al-

Khoirot menerapkan segregasi komprehensif antara siswa laki-laki dan perempuan, 

termasuk ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, lapangan, dan fasilitas 

ekstrakurikuler. Kesamaan tersebut memperkuat bahwa segregasi dalam konteks Al-

Khoirot bukan sekadar pemisahan fisik, melainkan bagian dari tata kelola 

pendidikan. Temuan ini juga sesuai dengan UNESCO yang memaknai kesetaraan 

pendidikan melalui kesamaan hak, akses terhadap kesempatan belajar, sumber daya, 

perlindungan, dan manfaat pendidikan (Ainscow, 2020; Ossiannilsson, 2023a, 2023b; 

Öztemur et al., 2024). Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman 

bahwa kesetaraan tidak selalu diwujudkan melalui ruang pendidikan yang sama. 

Temuan penelitian juga memiliki kesesuaian dengan studi mengenai 

kesetaraan gender di pesantren yang menunjukkan bahwa keadilan dapat 

diwujudkan melalui praktik pendidikan sehari-hari tanpa harus menghilangkan 

karakteristik kelembagaan pesantren (Sulton & Sunandito, 2026). Penelitian lain 

misalnya menemukan penerapan nilai keadilan dan kesetaraan gender melalui 

berbagai kegiatan kelembagaan dan pengalaman santri (Hafidzi et al., 2024; Sutrisno 

& Kuswandi, 2023; Wahyudin, 2020). Penelitian tentang Pesantren Sabilurrosyad juga 

menempatkan kesetaraan gender sebagai persoalan penting dalam relasi sosial 
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pendidikan pesantren (Sanah et al., 2021). Namun, penelitian ini memperlihatkan 

kekhususan yang berbeda, yaitu kesetaraan dibangun melalui struktur segregatif 

yang secara eksplisit memisahkan ruang pendidikan berdasarkan gender. 

Perbedaannya terletak pada mekanisme pencapaian kesetaraan: bukan melalui 

penghapusan pemisahan, tetapi melalui distribusi kurikulum, fasilitas, pembelajaran, 

dan kesempatan yang relatif seimbang. 

Dari perspektif literatur internasional, temuan penelitian memperlihatkan 

bahwa indikator kesetaraan pendidikan perlu dipahami secara multidimensional. 

UNESCO menegaskan bahwa kesetaraan gender mencakup akses, isi pendidikan, 

praktik pembelajaran, lingkungan belajar, hasil pembelajaran, serta peluang 

kehidupan dan pekerjaan (Jemeli & Fakandu, 2019; Leproni & Azara, 2025; Mas’ ud et 

al., 2025). Kerangka tersebut memperkuat temuan bahwa keberadaan segregasi fisik 

belum cukup untuk menentukan apakah suatu sistem pendidikan menghasilkan 

ketimpangan. Pada saat yang sama, UNESCO mengingatkan bahwa struktur sekolah, 

organisasi, distribusi sumber daya, interaksi guru, serta kurikulum dapat 

mereproduksi ketidaksetaraan gender apabila tidak dikelola secara adil (Akuffo, 2026; 

Jiang et al., 2025). Temuan MTs Al-Khoirot menunjukkan pola yang berbeda karena 

struktur segregasi disertai mekanisme akses paralel. Secara teoretis, kondisi tersebut 

memperluas analisis kesetaraan dari paradigma kesamaan bentuk menuju paradigma 

keadilan distribusi kesempatan. 

Temuan penelitian selanjutnya sejalan dengan studi terbaru mengenai 

kurikulum pendidikan Islam responsif gender di Pondok Pesantren Al-Khoirot yang 

menunjukkan bahwa pemisahan kelas dan guru berdasarkan gender dapat berjalan 

bersama dengan pemberian akses pendidikan yang setara, perlindungan peserta 

didik, dan integrasi kurikulum formal dengan tradisi pesantren (Zaironi, 2025; 

Zaironi & Maulidia, 2026). Kesamaan lokasi dan karakteristik tersebut memperkuat 

konsistensi temuan bahwa responsivitas gender di Al-Khoirot tidak dimaknai sebagai 

pencampuran siswa laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai upaya 

menghadirkan keadilan, perlindungan, dan kesempatan belajar. Namun, penelitian 

ini memberikan pengembangan konseptual dengan menempatkan segregasi, 

mekanisme distribusi akses, nilai pesantren, dan dampak kelembagaan dalam satu 

kerangka implementasi kebijakan. Implikasi teoretisnya adalah perlunya memperluas 

konsep gender equality dalam pendidikan Islam agar mampu membaca variasi 

institusional yang lahir dari konteks budaya dan keagamaan. 

Secara teoretis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa hubungan antara 

segregasi dan kesetaraan tidak bersifat linear atau otomatis. Segregasi dapat menjadi 

struktur kelembagaan, sedangkan kesetaraan ditentukan oleh bagaimana lembaga 

mendistribusikan sumber daya, kesempatan, perlindungan, dan ruang partisipasi di 

dalam struktur tersebut. Perspektif ini melengkapi pandangan yang menempatkan 

kesetaraan terutama pada penghapusan hambatan berbasis gender (Amili, 2025; 
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Purnamasari, 2025). Literatur menunjukkan bahwa kesetaraan pendidikan juga 

berkaitan dengan pengalaman belajar, distribusi sumber daya, dan pemberdayaan 

peserta didik. Implikasi praktisnya, madrasah berbasis pesantren dapat 

menggunakan indikator kesetaraan yang lebih konkret (Abdullah et al., 2025; Isbah & 

Sakhiyya, 2023; Mu’alimin et al., 2026), seperti kesamaan kurikulum, proporsionalitas 

fasilitas, kualitas pembelajaran, kesempatan organisasi, akses pengembangan 

kompetensi, dan mekanisme perlindungan siswa. Dengan demikian, evaluasi 

kebijakan tidak berhenti pada bentuk segregasi, tetapi menilai kualitas distribusi 

kesempatan di antara kelompok gender. 

Implikasi praktis lainnya berkaitan dengan pengembangan tata kelola 

pendidikan yang mampu mempertahankan nilai kepesantrenan sekaligus memenuhi 

prinsip keadilan pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan pentingnya 

mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan bahwa pemisahan ruang, kelas, dan 

guru tidak menghasilkan perbedaan kualitas layanan pendidikan. Hal ini relevan 

dengan kajian tentang kebijakan gender di pesantren yang mengidentifikasi 

pentingnya indikator terukur dan mekanisme pemantauan agar kebijakan kesetaraan 

tidak berhenti pada norma umum (Mala et al., 2025; Mubarok & Rakhman, 2026). 

Dengan demikian, model MTs Al-Khoirot dapat dipahami sebagai pola implementasi 

yang menghubungkan segregasi struktural, distribusi akses, nilai kepesantrenan, dan 

pengembangan peserta didik. Kontribusi utama penelitian terletak pada penegasan 

bahwa kesetaraan pendidikan perlu dianalisis berdasarkan substansi hak dan 

kesempatan yang diterima peserta didik, bukan semata-mata berdasarkan kesamaan 

bentuk organisasi pendidikan. 

 
KESIMPULAN 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan Islam berbasis 

gender di MTs Al-Khoirot Malang memperlihatkan pola gender-segregated but 

access-equal education, yaitu pemisahan peserta didik berdasarkan gender yang tetap 

disertai upaya menjaga kesetaraan akses pendidikan. Hikmah utama penelitian 

adalah bahwa segregasi tidak dapat langsung dipahami sebagai bentuk ketidakadilan 

tanpa melihat mekanisme distribusi kesempatan di dalamnya. Kesetaraan justru 

tampak melalui kesamaan kurikulum, pembelajaran, fasilitas, kegiatan 

pengembangan diri, serta peluang partisipasi siswa laki-laki dan perempuan. Temuan 

ini memberikan pelajaran bahwa keadilan pendidikan bersifat kontekstual dan perlu 

mempertimbangkan nilai, budaya, struktur kelembagaan, serta kebutuhan peserta 

didik. Dengan demikian, sistem pendidikan berbasis pesantren dapat 

mempertahankan karakter kepesantrenan sekaligus mengembangkan mekanisme 

yang mendukung pemerataan hak, kesempatan, dan partisipasi pendidikan bagi 

seluruh peserta didik secara proporsional. 



  Deni Malik, M Rauhul Mufid  (2026)  
 

JIWO: Journal of Islamic Worldview | 180 
 

 Kekuatan penelitian terletak pada pengembangan perspektif bahwa 

kesetaraan gender tidak selalu diwujudkan melalui penghapusan segregasi, tetapi 

dapat dibangun melalui distribusi akses yang adil. Secara keilmuan, penelitian ini 

berkontribusi memperluas kajian kebijakan pendidikan Islam dengan 

menghubungkan segregasi, keadilan distributif, nilai kepesantrenan, dan 

implementasi kebijakan dalam satu kerangka analitis. Model ini memperkaya 

pemahaman mengenai variasi praktik kesetaraan gender dalam lembaga pendidikan 

Islam berbasis pesantren. 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu madrasah 

dengan pendekatan studi kasus, sehingga temuan belum dapat digeneralisasikan 

pada seluruh lembaga pendidikan Islam. Data juga lebih menekankan praktik 

kelembagaan dan persepsi informan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

studi komparatif pada beberapa pesantren, melibatkan perspektif orang tua dan 

alumni, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menguji 

kesetaraan fasilitas, pengalaman belajar, partisipasi, dan capaian pendidikan 

antarkelompok gender. 
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